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Abstrak 

PPAT mempunyai peranan penting berkaitan dengan pendaftaran tanah dengan membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakat berupa penerbitan akta yang memiliki fungsi sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan. Belum adanya kepastian hukum terhadap PPAT mengenai proses pemeriksaan dan pengambilan akta PPAT oleh penyidik dalam peraturan jabatan PPAT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban PPAT dalam menjaga kerahasiaan informasi akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik dapat dibenarkan menurut Undang – Undang dan Untuk mengetahui batasan PPAT dalam menjaga kerahasiaan informasi akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik. Metode penelitian ini penelitian hukum normatif. penelitian ini menggunakan pendekatan Undang – Undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik preskripstif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban PPAT dalam menjaga kerahasiaan akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik menurut peraturan perundang – undangan dapat dibenarkan berdasarkan interpretasi gramatikal dan otentik serta dengan interpretasi sistematis yaitu dengan mengaitkan Pasal 34 PERKABAN No 23 Tahun 2009 dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP dan Pasal 164 HIR/ 284 RBg serta dikaitkan dengan asas kepentingan umum. Batasan PPAT dalam pengambilan akta oleh penyidik terdapat lima batasan sebagaimana didasarkan interpretasi gramatikal dan otentik, interpretasi ekstensif, interpretasi teleologis, serta interpretasi sistematis dengan dilakukan revisi atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta 
Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kerahasiaan Informasi, Pengambilan Akta, penyidik

Abstract

PPAT has important role related to land registration by helping to create legal certainty and protection for the community in the form of the issuance of a deed which has a function as the most perfect evidence in court. The purpose of this study is to find out PPAT obligation to maintain the confidentiality of deed information related to audits and deed taking by investigators can be justified according to the rule of law and to find out the limits of PPAT in maintaining the confidentiality of deed information related to examinations and deeds taken by investigators. Research method uses normative legal. Researchers used law approach and a conceptual approach. Technique of collecting legal materials used literature study. Legal material analysis technique used is a prescriptive technique. Results of this study confirm that PPAT in keeping the accreditation of the deed done by investigators according to the law of the law - an invitation can be justified on interpretation of grammerical and authentic with a systematic interpretation of it by linking article 34 of the 23 of 2009 under article 184 verse 1 kuhap and 164 HIR / 284 HIR and related to the principle of public interest. PPAT in relation to the deed taken by the true investigator there are five limits, based on grammatical and authentic interpretation, extensive interpretation, teleological interpretation, a comprehensive revision of  the 2 of 2018 BPN chief's management service on land deed management and supervision.

Keywords: Land Deed Official, Information Confidentiality, Land Deed, Investigator.

PENDAHULUAN 
Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya hukum bertujuan terciptanya ketertiban dan keamanan Negara dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat di bidang hukum. Maka dari itu hukum digunakan sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia baik antar perorangan maupun perorangan dengan kelompok. (Johan 2012)
Kehidupan manusia tidak lepas dari persoalan tanah, tanah merupakan hal penting dikarenakan menyangkut banyak segi dalam hal kepemilikannya di dalam kehidupan masyarakat (Lubis 2008). Semakin meningkatnya populasi manusia dan perkembangan teknologi, tanah memiliki fungsi beragam diantaranya sebagai tempat tinggal, kegiatan industrial, bangunan yang dikomersilkan dan lain sebagainya. Dengan perkembangan pesat ini tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat.
Tanah dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk itu setiap orang berupaya memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Jaminan kepastian hukum atas tanah dapat diperoleh apabila melakukan pengurusan pendaftaran tanah yang dimiliki untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah (Nurain Septiani Madjid 2018).  Undang – Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang – Undang Pokok Agraria, (selanjutnya disebut UUPA) mengatur pihak yang mengadakan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia adalah pemerintah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi :
“Untuk menjamin kepastian kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.”    

Dari amanat Pasal 19 ayat (1) kemudian keluarlah Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No 24 tahun 1997). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. 

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia. Pendaftaran tanah sistematik dilakukan secara serentak dengan prakarsa Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Untuk mendaftarkan bidang tanah yang belum bersertifikat di wilayah – wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau kepala Badan Pertanahan Nasional (Sibuea 2011). Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) tertuang dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP No 24 tahun 2016) , yaitu:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang  diberi kewenangan untuk membuat akta – akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. “

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku PPAT dikualifisikan sebagai pejabat umum dan diberi kewenangan untuk membuat akta tertentu dibidang peralihan dan pembebanan hak atas tanah (Adjie 2011) . Tugas dan kewenangan PPAT yakni membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang telah tercantum dalam Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku untuk jabatannya. Tugas dan kewenangan PPAT tercantum dalam pasal 2 PP No 24 tahun 2016, yaitu :

(1) “PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
(2) Perbuatan hukum sebagimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Jual beli;
b. Tukar menukar;
c. Hibah ;
d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
e. Pembagian hak bersama ;
f. Pemberian Hak Guna Bangungan/ Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik;
g. Pemberian Hak Tanggungan;
h. Pemeberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan .”



Akta yang dibuat oleh PPAT memiliki tujuan yakni untuk memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki dengan memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berupa akta. Akta tersebut dapat dijadikan sebagai bukti jika terjadi perselisihan antara para pihak. Maka, PPAT dapat turut terkait dalam persoalan para pihak tersebut.


Selain membuat akta PPAT juga berkewajiban menjaga proses hukum yang terjadi. Proses hukum yang terjadi berkenaan dengan proses peradilan perdata maupun pidana. Tujuan dari proses peradilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasar atas kebenara itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan diperlukan suatu pembuktian (Dahlang 2016). 
Akta sebagai alat bukti terkuat dan memiliki peran penting dalam setiap hubungan hukum di kehidupan masyarakat. Pengertian akta diatur dalam pasal 1868 KUHperdata yang berbunyi (Sodiq 2017):

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.“

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut akta dibuat dihadapan pejabat yakni PPAT untuk menjamin kepastian hukum. Akta dibuat sebagai alat bukti untuk memastikan perbuatan hukum dengan tujuan menghindarkan sengketa. 

Pada proses peradilan perdata menekankan pada alat bukti yang telah tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerdata yakni :

“ Alat – alat bukti terdiri atas :

a. Bukti tulisan;
b. Bukti dengan saksi – saksi;
c. Persangkaan;
d. Pengakuan;
e. Sumpah.”

Sedangkan, dalam proses peradilan pidana menekankan pada alat bukti yang telah tercantum dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) yaitu :

“Alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan saksi ;
b. Keterangan ahli;
c. Surat ;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.”

PPAT dan Notaris merupakan dua jabatan yang  memiliki perbedaan sifat dan lingkup kegiatannya. PPAT dan notaris sebagai pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta. Akta yang dibuat oleh PPAT dan notaris memiliki perbedaan ruang lingkup. Notaris membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan Peraturan Perundang – Undangan. Sedangkan PPAT membuat akta otentik mengenai tanah dalam bentuk akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Perbuatan hukum mengenai tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT (Nurain Septiani Madjid 2018). Tanpa adanya bukti akta PPAT, kepala kantor Pertanahan dilarang mendaftarkan perbuatan hukum yang bersangkutan. 
Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum, sama halnya Notaris dapat berperkara dikemudian hari dalam proses peradilan terkait akta yang telah dibuatnya. Pemanggilan dan pemeriksaan akta oleh penyidik dalam kapasitas jabatan sebagai PPAT belum diatur secara tegas PP No 24 tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sedangkan, untuk jabatan Notaris sudah memiliki aturan khusus yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Nurain Septiani Madjid 2018).
Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam Proses peradilan yang melibatkan Notaris mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris kewenangan tersebut ada pada Majelis Pengawas Daerah. Yang mana tercantum dalam Pasal 66 UUJN:
(1) “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenangan:

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta

dan/atau surat – surat yang dilekakan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris ;dan

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris .

Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa sehubungan dengan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris mengenai akta yang dibuatnya harus berdasarkan persetujan Majelis Kehormatan Notaris. Pengambilan akta dan pemanggilan Notaris dipergunakan untuk menemukan fakta hukum yang memiliki pengaruh dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan Diharapakan pemanggilan Notaris membantu memperlancar proses peradilan. Pemanggilan Notaris dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai saksi atau sebagai salah satu subyek yang diperiksa terkait akta yang dibuatnya (Simanjuntak 2019) .
Hal ini juga berlaku untuk profesi PPAT mempunyai peranan penting berkaitan dengan pendaftaran tanah dengan membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakat berupa penerbitan akta yang memiliki fungsi sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan. Perlindungan hukum profesi PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya sangat penting dikarenakan rentan terjerat hukum.

PPAT sebagai seorang pejabat umum dapat dipanggil untuk kepentingan pengadilan terkait pemeriksaan dan pengambilan akta dalam jabatannya saat menjalani pemeriksaan untuk kepentingan proses peradilan. Dalam menjaga kerahasiaan informasi jabatan PPAT tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PERKABAN No 23 Tahun 2009), yaitu:
“Bahwa Saya (PPAT), akan merahasiakan isi akta-akta yang dibuat dihadapan saya dan protokol yang menjadi tanggung jawab saya, yang menurut sifatnya atau peraturan perundang-undangan harus di
rahasiakan.”

Dalam hukum acara perdata tentang kewajiban pemegang jabatan untuk merahasiakan hal yang berhubungan dengan jabatannya diatur dalam  pasal 146 ayat (1) angka 3 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang berbunyi :

“ semua orang yang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.”

Sedangkan dalam hukum acara pidana kewajiaban pemegang jabatan dalam merahasiakan yang berkaitan dengan jabatannya  tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Isi akta PPAT wajib dirahasiakan dan menjadi tanggung jawab PPAT. Apabila hal tersebut dilanggar maka akan dikenai sanksi berdasarkan Pasal 322 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) :

“barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, duancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.”
PPAT memiliki peranan besar dalam bidang pertanahan, jika PPAT terpanggil dalam suatu kasus dimana ia dijadikan sebagai saksi atau tersangka maupun terdakwa. Maka sampai mana perlindungan yang diperoleh sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya (Akbar taufik amrullah 2017). 

Ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maupun Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai ketentuan bagi PPAT.Lebih lanjut, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah menegaskan bahwa, 
“pemberian arahan pada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan kebijakan di bidang ke-PPAT-an”. 
Ketentuan lebih lanjut juga dipertegas dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan bahwa: 
“Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l5, Kepala Kantor Pertanahan atau petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas akta yang dibuat oleh PPAT pada saat pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak”. 
Berdasarkan uraian pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) huruf b sejatinya terdapat kekaburan hukum khususnya ketentuan yang menegaskan bahwa “semua pihak yang berkepentingan” serta “terkait dengan kebijakan di bidang ke-PPAT-an”. Kekaburan hukum tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan pengaturan tentang PPAT dalam proses pemeriksaan dan pengambilan akta PPAT untuk kepentingan penyidikan. 
Berdasarkan uraian tersebut, adanya kekaburan hukum dalam pengaturan tentang PPAT dalam proses pemeriksaan dan pengambilan akta PPAT untuk kepentingan penyidikan nyatanya telah menimbulkan kepastian hukum sehingga berpotensi menimbulkan celah hukum di kemudian hari akta yang dibuat PPAT diperkarakan secara pidana maupun perdata. Dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum tersebut terdapat prosedur khusus yang tidak diatur secara normatif ketentuannya dalam peraturan jabatan PPAT. Berbeda halnya dengan perlakuan yang diberikan kepada jabatan Notaris, dimana ketentuan mengenai pemanggilan dan pengambilan minuta akta ada prosedur khusus dalam proses penegakan hukumnya (Akbar taufik amrullah 2017)
Artikel dalam hukumonline.com memberitahukan bahwa Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) mencatat setidaknya ada 137 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mendekam di balik jeruji besi terkait menjalankan tugas dan jabatannya sebagai PPAT. Banyak kasus bermula dari produk hukum yang dibuat oleh PPAT sendiri yakni akta otentik. PPAT dapat diperkarakan secara perdata, pidana maupun administrasi (Hukumonline.com 2016).
Pada artikel dalam Akurat.co memberitahukan bahwa ada kasus notaris  PPAT di Jawa Timur yang diduga memberikan keterangan palsu diatas sumpah dalam suatu persidangan pidana tentang pemalsuan akta jual beli tanah melalui PPAT. Saat memberikan keterangan di Persidangan PPAT membantah telah membuat akta palsu dan mengatakan bahwa kedua pihak dalam akta tersebut telah menyatakan lunas. Namun keterangan PPAT dianggap tidak sesuai dengan fakta sebab pemilik tanah mengaku tidak pernah menjual tanahnya. Akhirnya dalam persidangan ketua majelis hakim memerintahkan jaksa untuk menyidik PPAT karena dinilai memberikan keterangan palsu (Akurat.co 2020). 
Seorang PPAT juga ikut terpanggil dalam suatu kasus tertentu dimana ia dijadikan saksi atau tersangka maupun terdakwa, diproses dengan cara pada umumnya sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak ada suatu mekanisme atau prosedur yang bersifat khusus. Padahal PPAT dikategorikan sebagai seorang pejabat Umum dan oleh Undang – Undang diberikan suatu imunitas hukum bagi jabatan tertentu salah satunya PPAT berupa hak ingkar atau hak mengundurkan diri (verschoningrecht) dalam pelaksanaan kewajiban memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, hal ini berkaitan dengan rahasia jabatan (Swardika 2014). 

Meski terdapat aturan yang mengatur pembinaan dan pengawasan PPAT, namun adanya kekaburan hukum berimpleikasi pada proses pemeriksaan dan pengambilan akta PPAT oleh penyidik dalam peraturan jabatan PPAT sehingga menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum dan batasan PPAT menjaga kerahasiaan akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta PPAT oleh penyidik yang belum jelas. Berdasarkan hal tersebut pembahasan mengenai ketentuan hukum pengambilan akta oleh penyidik ini sangat diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum. Karena pemeriksaan dan pengambilan akta PPAT oleh penyidik belum memiliki aturan yang jelas.
Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas dalam penelitian ini menimbulkan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui, apakah Kewajiban PPAT Dalam Menjaga Kerahasiaan Informasi Terkait Pemeriksaan Dan Pengambilan Akta oleh penyidik Dibenarkan Menurut Undang – Undang ? serta apakah Batasan PPAT Dalam Menjaga Kerahasiaan Informasi Terkait Pemeriksaan Dan Pengambilan Akta oleh penyidik ?
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian Perundang – Undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Abdulrahman 2003). Penelitian hukum atau legal research merupakan menemukan kebenaran koherensi, yakni adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Marzuki 2016). Isu hukum yang dikaji pada penelitian ini adalah kekaburan hukum. Kekaburan hukum yang dimaksud yaitu masih belum terdapat kepastian hukum terkait pengaturan PPAT dalam proses pemeriksaan dan pengambilan akta PPAT oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan.
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan undang – undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dalam rangka memecahkan isu hukum pada penelitian ini. Pendekatan Perundang–Undangan digunakan untuk menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dengan harapan dapat menjawab isu hukum pada penelitian ini. Pendekatan Undang – Undang dalam penelitian ini menelaah materi yang terkandung dalam PP Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan jabatan pejabat pembuat akta tanah. Peneliti memilih pendekatan konseptual karena akan meneliti terkait kekaburan pengaturan mengenai  pejabat pembuat akta tanah menjaga kerahasiaan informasi akta PPAT dalam proses pemeriksaan dan pengambilan akta PPAT oleh penyidik.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yang digunakan antara lain KUH Perdata, Herzien Inlandsch Reglement(HIR), KUHP,UUPA,UU NO 2/2014 Tentang Jabatan Notaris, PP NO 24/2016 Tentang PPAT, Permen Agraria/Kepala BPN No 2/2018, Permenkunham NO 17/2021, Perkaban NO 23/2009 Tentang PPAT. Sedangkan, bahan hukum sekunder penelitian diperoleh dari literatur  berupa buku, jurnal, dan makalah hukum, pendapat para sarjana hukum serta dari media cetak maupun dari media elektronik yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan Penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dipakai yakni mengumpulkan informasi melalui bahan hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan secara sistematis, diklarifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komperehensi (Mukti Fajar N.D. Achmad 2010). Setelah terkumpulnya bahan hukum agar memperoleh jawaban penelitian dengan menggunakan teknik. Teknik yang digunakan meliputi teknik preskripstif dan teknik argumentatif. Masing – masing teknik memiliki peran untuk mempermudah memecahkan masalah.
Teknik pengolahan bahan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang ada, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, dalam artian ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum hasil penelitian. Teknik yang digunakan meliputi teknik preskripstif dan teknik argumentatif. Masing – masing teknik memiliki peran untuk mempermudah memecahkan masalah.
Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji atau telaah terhadap hasil pengelolaan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah  dan dianalisis menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan gamabaran atau  merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terkait Pemeriksaan Dan Pengambilan Akta Oleh Penyidik Menurut Peraturan Perundang – Undangan

Ketentuan mengenai PPAT secara otentik diatur dalam dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 1 PP No 24 tahun 2016 yang menegaskan bahwa: “Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta–akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. “ Berdasarkan uraian otentik dalam Pasal 1 Angka 1 PP No 24 tahun 2016 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan PPAT memiliki tiga unsur, yaitu: pertama, PPAT sebagai pejabat umum. Pejabat umum dalam ketentuan penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP 37/1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menegaskan bahwa, “Sesuai dengan jabatan PPAT sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik”. Dengan demikian, maksud PPAT sebagai pejabat umum adalah bahwa PPAT memiliki kedudukan untuk membuat akta otentik. Kedua, PPAT memiliki kewenangan membuat akta otentik. Pengertian akta otentik sebagaimana ditegaskan dalam 1868 KUHPer disebutkan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.”
Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 1 PP No 24 tahun 2016 akta PPAT ditegaskan sebagai “akta yang dibuat oleh PPAT sebagai butkti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PP 37/1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan PP No 24 tahun 2016. Ketiga, Akta otentik yang dibuat oleh PPAT mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akta otentik yang dapat dibuat oleh PPAT hanya berkaitan dengan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dengan demikian, secara argumentum a contrario, maka selain akta berkaitan dengan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tidak dapat dibuat oleh PPAT. 

Tugas PPAT lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 PERKABAN No 23 Tahun 2009, yaitu: “Bahwa Saya (PPAT), akan merahasiakan isi akta-akta yang dibuat dihadapan saya dan protokol yang menjadi tanggung jawab saya, yang menurut sifatnya atau peraturan perundang-undangan harus di rahasiakan”. Tugas PPAT untuk menjaga rahasia isi akta-akta yang dibuat di hadapan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 34 PERKABAN No 23 Tahun 2009 merupakan salah satu upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang meminta jasa PPAT dalam membuat akta otentik. Hal ini tentu sejalan dengan menimbang huruf a PP 37/1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan PP No 24 tahun 2016 yang menegaskan bahwa, “bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memerintahkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah”. 

Tugas PPAT dalam menjaga kepastian hukum masyarakat dengan kewenangan untuk membuat akta otentik menimbulkan permasalahan hukum tatkala terjadinya pemeriksaan dan pengambilan akta pada proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, tentunya  akta otentik menjadi aspek penting karena akta otentik dalam hukum pembuktian memiliki kekuatan hukum sebagai probatio plena (Yahya 2017). Probatio plena merupakan bukti yang sempurna yang dalam hal ini bukti tersebut tersebut tidak menimbulkan keraguan sehingga penting bagi proses penyidikan maupun persidangan yang bertujuan untuk mencerahkan fakta hukum demi mendapatkan putusan hukum yang adil (Rayhani, Suriyadi 2019). Dengan demikian, maka akta otentik tentu menjadi aspek terpenting dalam proses penyidikan.
Pentingnya akta otentik dalam proses penyidikan sebagaimana yang terjadi dalam akta yang dibuat oleh notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 UUJN, yang menegaskan bahwa “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum,  atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat – surat yang dilekakan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris“.

Adanya pengaturan dan batasan dalam UU Jabatan Notaris tersebut menegaskan bahwa pentinya peran notaris dalam proses penyidikan sehingga demi hukum notaris harus menyerahkan akta otentik yang dibuat serta dipanggil dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta otentik yang telah dibuat. Hal ini justru berbanding terbalik dengan PPAT, karena dalam PP 37/1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan PP No 24 tahun 2016 tidak terdapat pengaturan mengenai ketentuan akta yang dibuat oleh PPAT dalam proses penyidikan dan proses peradilan pada umumnya. Dalam hal ini, telah terjadi kekosongan hukum terkait pengaturan akta otentik yang dibuat oleh PPAT dalam proses penyidikan dan proses peradilan pada umumnya. 
Hal ini sejatinya dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah menegaskan bahwa, “pemberian arahan pada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan kebijakan di bidang ke-PPAT-an”. Dalam pasal tersebut, sejatinya terdapat kekaburan hukum khususnya ketentuan yang menegaskan bahwa “semua pihak yang berkepentingan” serta “terkait dengan kebijakan di bidang ke-PPAT-an”. Kekaburan hukum tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan pengaturan tentang PPAT dalam proses pemeriksaan dan pengambilan akta PPAT untuk kepentingan penyidikan. Hal ini khususnya berkaitan dengan pemaknaan “semua pihak yang berkepentingan” serta frasa “terkait dengan kebijakan di bidang ke-PPAT-an” untuk diinterpretasi sesuai dengan makna hukum yang terkandung di dalamnya.
Interpretasi sebagai salah satu metode penemuan hukum yang bertujuan melakukan penemuan hukum atas terjadinya kekaburan hukum atau kekaburan aturan menurut hemat penulis sesuai sebagai jalan keluar atas terjadinya kekaburan aturan terkait pengaturan akta otentik yang dibuat oleh PPAT dalam proses penyidikan dan proses peradilan pada umumnya. Hal ini penulis landasi oleh dua alasan, yaitu: pertama, tidak secara jelas dan tegas diaturnya pengaturan akta otentik yang dibuat oleh PPAT dalam proses penyidikan dan proses peradilan pada umumnya dalam PP 37/1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan PP No 24 tahun 2016 maupun dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) huruf b sejatinya terdapat kekaburan hukum khususnya ketentuan yang menegaskan bahwa “semua pihak yang berkepentingan” serta “terkait dengan kebijakan di bidang ke-PPAT-an”. Kekaburan hukum tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan pengaturan tentang PPAT dalam proses pemeriksaan dan pengambilan akta PPAT untuk kepentingan penyidikan.  telah membuat tidak terjaminnya kepastian hukum bagi PPAT serta bagi penyidik dan aparat hukum lainnya. Kedua, tidak secara spesifik diaturnya pengaturan akta otentik yang dibuat oleh PPAT dalam proses penyidikan dan proses peradilan khususnya dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) huruf b terutama telah merugikan PPAT.

 Sebagaimana yang disampaikan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) mencatat setidaknya ada 137 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mendekam di balik jeruji besi terkait menjalankan tugas dan jabatannya sebagai PPAT (Hukumonline.com 2016). Berdasarkan dua alasan tersebut, maka adanya kekaburan hukum dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait tidak secara spesifik diaturnya pengaturan akta otentik yang dibuat oleh PPAT dalam proses penyidikan dan proses peradilan pada umumnya perlu dilakukan penyelesaian melalui interpretasi hukum.
Jenis interpretasi hukum dalam kasus ini yang berkaitan kekaburan aturan terkait kewajiban pejabat pembuat akta tanah dalam menjaga kerahasiaan akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik menurut peraturan perundang–undangan dengan mengacu pada metode interpretasi yaitu interpretasi gramatikal dan otentik, interpretasi teleologis, interpretasi sistematis, serta interpretasi ekstensif. Menurut hemat penulis, perlunya keempat interpretasi tersebut penulis dasarkan dengan argumentasi bahwa: pertama, perlunya pendekatan interpretasi gramatikal sekaligus interpretasi otentik yang diperlukan sebagai upaya untuk menggali arti dan makna kata dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, khususnya pada pengungkapan arti dari Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah menegaskan bahwa, “pemberian arahan pada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan kebijakan di bidang ke-PPAT-an”. Kedua, pendekatan interpretasi teleologis diperlukan untuk mengetahui alasan serta dasar dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. 
Dalam interpretasi teleologis, diorientasikan diketahuinya maksud pembentuk peraturan perundang-undangan terkait maksud dari mengapa suatu peraturan perundang-undangan itu dibentuk. Ketiga, dalam interpretasi sistematis perlu dilihat kaitan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjaga kerahasiaan akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik. Dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah serta aturan lain yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik yang merupakan ranah pidana. Keempat, interpretasi ekstensif perlu dilihat untuk memaknai secara lebih mendalam frasa “kebijakan ke-PPAT-an” apakah hanya mengikat di internal PPAT ataukah juga berkaitan dengan berbagai jabatan atau tugas lainnya. Akan tetapi, untuk menjawab rumusan masalah pertama ini, hanya difokuskan pada interpretasi gramatikal dan otentik serta pada interpretasi sistematis. 
Terkait dengan kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjaga kerahasiaan akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik sejatinya dapat dibenarkan menurut Perundang–Undangan berdasarkan metode penemuan hukum dengan interpretasi. Hal ini setidaknya didasarkan pada dua alasan hukum, bahwa: pertama, dalam proses peradilan termasuk proses penyidikan merupakan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan sehingga dalam upaya untuk menegakkan pengadilan harus terdapat “prioritas khusus” dalam mewujudkannya. 
Menegakkan keadilan dengan “prioritas khusus” dalam proses peradilan, mengutip pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus dilaksanakan dan ditegakkan yang lazim disebut sebagai triadism (Bateman 2019). Tiga nilai dasar (triadism) meliputi: keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan kepastian Hukum (Rechtssicherheit) (Mario Julyano, Sulistyawan 2019). Meski merupakan tiga nilai dasar yang wajib ada dalam hukum, namun tak jarang akan timbul pertentangan antarketiga nilai dasar hukum.  Dalam pertentangan antara ketiga nilai dasar tersebut, terkadang hakim dan penegak hukum harus memilih untuk memprioritaskan dalah satu dari ketiga nilai dasar dalam hukum tersebut (Safudin 2020). 
Pada Penelitian ini, kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjaga kerahasiaan akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik sejatinya dapat dibenarkan menurut Perundang–Undangan dikarenakan meski terdapat sumpah bagi jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang tercantum dalam PERKABAN No 23 Tahun 2009 yang dalam teori Gustav Radbruch menjamin kepastian hukum, namun dalam proses peradilan termasuk penyidikan yang berupaya untuk menegakkan hukum dan keadilan aspek kepastian hukum dalam PERKABAN No 23 Tahun 2009 sejatinya dapat disimpangi dengan upaya untuk mewujudkan keadilan (Gerechtigkeit). Dalam teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, pengambilan akta oleh penyidik dalam proses peradilan terdapat ketegangan antara nilai kepastian hukum dengan keadilan. Dengan mengacu pada pendapat dari Gustav Radbruch bahwa dalam peristiwa konkret terdapat ketegangan antar ketiga nilai, maka penulis berpendapat bahwa dalam kasus Pejabat Pembuat Akta Tanah ini upaya menjaga rahasia akta sebagaimana sumpah Pejabat Pembuat Akta Tanah sejatinya dapat dibatasi karena dalam kasus ini aspek keadilan harus diutamakan dibandingkan dengan kepastian hukum sebagaimana yang terdapat dalam PERKABAN No 23 Tahun 2009. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch bahwa ”Rechct ist wille zur gerechtigkeit” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan), dengan demikian, maka sejatinya dapat dibenarkan bagi penyidik atau demi kepentingan proses peradilan rahasia akta klien dibuka oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Suswoto 2018).

Kedua, mengacu pada metode penemuan hukum melalui interpretasi hukum, khususnya dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dapat dilihat bahwa dalam penerapannya pengecualian kerahasiaan akta klien juga diterapkan oleh Profesi Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 UUJN yang artinya kewajiban pejabat pembuat akta tanah dalam menjaga kerahasiaan akta harus dikecualikan jika berkaitan dengan proses peradilan terutama berkaitan dengan pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik. Hal ini merupakan implementasi dari gagasan Gustav Radbruch bahwa ketika terdapat ketegangan antara nilai keadilan dan nilai kepastian hukum, maka nilai keadilan harus diutamakan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjaga kerahasiaan akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik menurut peraturan perundang – undangan dapat dibenarkan berdasarkan interpretasi gramatikal dan otentik serta dengan interpretasi sistematis yaitu dengan mengaitkan Pasal 34 PERKABAN No 23 Tahun 2009 dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP dan Pasal 164 HIR/ 284 RBg serta dikaitkan dengan asas kepentingan umum.
B. Batasan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terkait Pemeriksaan Dan Pengambilan Akta Oleh Penyidik
PPAT dalam menjalankan tugasnya memang wajib menjaga dan merahasiakan isi akta-akta yang dibuat dihadapannya. Hal ini didasarkan atas PERKABAN No 23 Tahun 2009), yaitu “Bahwa Saya (PPAT), akan merahasiakan isi akta-akta yang dibuat dihadapan saya dan protokol yang menjadi tanggung jawab saya, yang menurut sifatnya atau peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan”. Ketentuan tersebut sejatinya memberi penegasan bahwa dalam menjalankan tugasnya PPAT wajib dibuat dihadapannya. Meski begitu, dengan menggunakan metode penemuan hukum konstruksi hukum maka ketentuan yang terdapat dalam UU Jabatan Notaris juga diberlakukan untuk PPAT. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa salah satu kewajiban notaris yaitu, “……….f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Ketentuan tersebut secara analogi juga diterapkan pada PPAT dengan demikian bagi PPAT juga terdapat kewajiban untuk, “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Dengan demikian, bagi PPAT pun juga memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya kecuali terdapat hal-hal yang oleh undang-undang ditentukan lain.
Sejalan dengan sumpah jabatan yang dilakukan oleh PPAT, perlu dilihat praktik dan penerapannya pada Jabatan Notaris sebagai upaya untuk melihat batasan yang relevan terkait tugas dan kewenangan PPAT ketika terdapat upaya penyidikan atau proses peradilan. Pada Jabatan Notaris kewajiban merahasiakan ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yaitu, “Seorang Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban tersebut menjaga seorang Notaris untuk tidak memberitahukan atau membeberkan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, bukan hanya dari khalayak umum, namun juga dari siapapun dan dalam keadaan apapun kecuali oleh Undang-Undang ditentukan lain”. Mengacu pada pemahaman tersebut, sejatinya dalam Jabatan Notaris sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sejatinya terdapat penegasan bahwa, “kecuali undang-undang menentukan lain”. Hal ini secara interpretasi teleologis memberikan penegasan bahwa upaya merahasiakan akta bagi Notaris sejatinya tidak bersifat mutlak, dalam hal upaya perahasiaan akta sebagaimana ketentuan dalam janji Notrais dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dapat dikecualikan jika terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur hal lain terkait hal ini.

Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Notaris diberikan suatu hak khusus yang disebut dengan hak ingkar. Hak ingkar (verschoningsrecht) merupakan Hak seorang Notaris yang berkaitan dengan adanya ketentuan yang berkaitan dengan rahasia Jabatan Notaris. Secara etimologis, Hak ingkar merupakan terjemahan dari verschoningsrecht yang artinya adalah berupa hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara hukum baik jenis perkara perdata maupun perkara pidana (Erdi, Perdana, and Suprayitno 2020). Perdebatan kewajiban mana yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris secara expressive verbis terjawab dalam rumusan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewajibannya, yaitu: “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” 

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris  memberikan  penegasan bahwa terkait dengan adanya proses peradilan atau proses penyidikan suatu Akta Notaris maka memerlukan peran dari Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris merupakan organ perkumpulan Profesi Notaris yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Perkembangan lebih lanjut, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini juga menimbulkan perdebatan karena dianggap memberikan Notaris suatu kedudukan yang istimewa bila dibandingkan dengan subjek hukum lainnya. Pada umumnya, subjek hukum harus patuh pada panggilan dalam proses penyidikan tanpa pengecualian seorang penyidik, penuntut umum, atau hakim sedangkan bagi Jabatan Notaris wajib memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu untuk melakukan pemanggilan kepada seorang Notaris. Hal ini dapat dimengerti karena Notaris merupakan Profesi Hukum yang luhur (officium nobile) yang berkaitan dengan kewenangannya untuk membuat akta (Sudini 2020). Apabila terdapat akta yang perlu dihadirkan dalam proses persidangan atau proses penyidikan tentu demi hukum perlu mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini untuk mempertegas bahwa dalam kaitannya dengan proses peradilan dan penyidikan tentu Notaris tidak dapat dipersamakan dengan subjek hukum lainnya yang harus mematuhi setiap prosedur persidangan maupun penyidikan. 

Lebih lanjut, menurut Habib Adjie (Adjie 2015) terdapat beberapa asas yang wajib dipegang oleh seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya yang meliputi:

a. Asas Persamaan;
b. Asas Kepercayaan;
c. Asas Kepastian hukum;
d. Asas kecermatan;
e. Asas pemberian alasan ;
f. Asas larangan penyalahgunaan wewenang;
g. Asas larangan bertindak sewenang – wenang;
h. Asas proporsionalitas;
i. Asas profesionalitas.
Terkait dengan pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim salah satunya adalah memerlukan peran dari Majelis Kehormatan Notaris. Secara umum, Majelis Kehormatan Notaris memiliki tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap semua Notaris. Secara umum Majelis Kehormatan Notaris Pusat memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa Notaris di tingkat pusat sekaligus berkoordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Terkait dengan batasan bagi Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan atau tidak terkait dengan permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris yang menegaskan bahwa: “Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris juga mempertegas bahwa, “Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik, penuntut umum, atau hakim”. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan pengambilan akta oleh penyidik maka terdapat batasan yang harus dipenuhi yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris yang mana terdapat lima batasan yaitu: (i) adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris, (ii) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, (iii) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, (iv)  adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau, (v) adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
Terkait dengan batasan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kaitannya dengan pengambilan akta oleh penyidik, sejatinya peran serta pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lebih lanjut, terkait dengan kekaburan aturan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah perlu dilihat serta dilakukan interpretasi hukum untuk menentukan batasan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kaitannya dengan pengambilan akta oleh penyidik. Interpretasi hukum yang dilakukan meliputi: interpretasi gramatikal dan otentik, interpretasi ekstensif, interpretasi teleologis, serta interpretasi sistematis.
Dikaitkan dengan profesi PPAT, maka seyogyanya peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT menjadi penting dalam hal pemberian persetujuan terkait dengan adanya pengambilan akta oleh penyidik. Hal inilah yang secara expressive verbis belum diatur dalam Permen ATR dan/BPR No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, khususnya dalam Pasal 5 Permen ATR dan/BPR No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang masih terdapat kekaburan hukum. 
Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, khususnya didasarkan atas interpretasi gramatikal dan otentik, interpretasi ekstensif, interpretasi teleologis, serta interpretasi sistematis, maka kekaburan hukum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat diselesaikan memberikan makna yang lebih luas (ekstensif) terhadap makna “Ke-PPAT-an” yang juga termasuk “segala hal yang berkaitan dengan kegiatan PPAT” termasuk pengambilan akta PPAT oleh penyidik. 
Selain itu, dalam interpretasi teleologis, perlu dibentuknya substansi pengaturan terkait pengambilan akta PPAT oleh penyidik supaya efisiensi dan efektivitas pembinaan dan pengawasan oleh PPAT dapat terjaga. Selain itu, berdasarkan interpretasi sistematis dengan mengaitkan pada Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris maka perlu penegasan atas batasan pejabat pembuat akta tanah dalam menjaga kerahasiaan akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik yang meliputi: (i) adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat dalam penyimpanan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (ii) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, (iii) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, (iv)  adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau, (v) adanya dugaan Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan pemunduran tanggal (antidatum). Kelima batasan tersebut dapat dioptimalkan apabila dilakukan revisi atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Pembinaan dan Pengawasan PPAT.
PENUTUP
Simpulan

Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjaga kerahasiaan akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik menurut peraturan perundang – undangan dapat dibenarkan berdasarkan interpretasi gramatikal dan otentik serta dengan interpretasi sistematis yaitu dengan mengaitkan Pasal 34 PERKABAN No 23 Tahun 2009 dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP dan Pasal 164 HIR/ 284 RBg serta dikaitkan dengan asas kepentingan umum.
Batasan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kaitannya dengan pengambilan akta oleh penyidik sejatinya terdapat lima batasan sebagaimana didasarkan interpretasi gramatikal dan otentik, interpretasi ekstensif, interpretasi teleologis, serta interpretasi sistematis, yang meliputi: (i) adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat dalam penyimpanan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (ii) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, (iii) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, (iv)  adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau, (v) adanya dugaan Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan pemunduran tanggal(antidatum). Kelima batasan tersebut dapat dioptimalkan apabila dilakukan revisi atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Pembinaan dan Pengawasan PPAT.
Saran

1. Bagi Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu melakukan revisi atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Pembinaan dan Pengawasan PPAT. 
2. Bagi PPAT diharapkan dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik harus memperhatikan asas kepentingan umum serta mematuhi pedoman pembinaan dan pengawasan PPAT. 
3. Bagi penyidik dalam melakukan pemeriksaan terkait akta otentik yang dibuat oleh PPAT juga wajib memperhatikan lima batasan di atas termasuk juga berkoordinasi dengan Majelis Pembinaan dan Pengawasan PPAT.    
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